TINJAUAN HUKUM
TERHADAFP PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
DALAM PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Qleh : Alita D. Ramas, SH

PENGANTAR

Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (selanjutnya disebut
PKWT) kerap mendapat tentangan darl
para pekerja/serikat pekerja dengan
berbagai aksinya, antara lain dengan
menyuarakan penghapusan sistem
kontrak karena dinilai sebagai bentuk
perbudakan baru di zaman modern
yang sangat merugikan bagl para
pekerja. PKWT dalam masyarakat
umum lebih dikenal dengan kontrak
kerja. Pekerja/serikat pekerja
melakukan pertentangan terhadap
kontrak kerja karena adanya penilaian
bahwa sistem kontrak kerja hanya
membuat para pekerja dalam posisi
tawar yang leblh rendah darli para
pengusaha/pemberl kerja, dimana
dalam praktikmya memang sering
terjadi pelanggaran. Pelanggaran-
pelanggaran ini kemudian
menimbulkan permasalah yang
kemudian berkembang menjadi
perselisihan hubungan Industrial.

Perselisihan hubungan Industrial
timbul karena adanya kelalaian
dan/atau pelanggaran dalam hal
pemenuhan syarat-syarat, baik pada
saat pembuatan, perpanjangan,
ataupun pembaharuan kontrak kerja.

Banyak pelanggaran tersebut
diselesaikan hingga tahap litigasi, yaitu
melalui Pengadilan Hubungan industrial.
Pelanggaran sehubungan kont}ak kerja
adalah mengenai jangka waktn serta jenis
sifat atau kegiatan yang
dipekerjakan, dimana pengusaha/ pemberi
kerja kurang memperhatikan mengenal
ketentuan-ketentuan
Pelanggaran-pelanggaran dalam
hubungan kerja dapat mengganggm
keharmonisan hbubungan kerja antara
pengusaha/pemberi kerja dan pekerja.
kerja antara
pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja
didasarkan pada perjanjian kerja.
Perjanjian kerja memupakan bagian dari
perjanjian (perdata) pada umumnya,
dimana sama-sama memiliki 2 (dua)
syarat penting, yaitu: syarat subjektif dan
syarat objektif. Perjanjlan kerja dibuat
atas dasar: kesepakatan kedua belah
pihak; kemampuan atau kecakapan
melakukan perbuatan hukam;
pekerjaan yang  diperjanjikan; dan
pekerjaan yang diperjanjlkan tidak
bertentangan dengan ketertibam umum,
kesusllaan, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

dan

tersebut.

Hubungan

adanya
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Bentuk-bentuk  pelanggaran dalam
perjanjian kerja, khususnya PRWT, baik
dal!am  pembuatan, perpanjangan,
dan/atay pembaharuannya, antara
lain: tidak dibuat dalam Bahasa
Indonesla; dalam PEWT disyaratkan
adanya masa percobaan kerja; PKWT
diadakan untuk jenis-jenis pekerjaaan
yang sifatnya permanen ataa tetap:
pada saat akan  diadakan
pembaharuan, tidak terpenuhi syarat
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari;
serta yang paling banyak terjadi adalah
mengenal jangka waktu PKWT yang
hanya dapat diadakan untuk paling lama
2 (dua) tabun dan hanya boleh
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun kerap
dilakukan menyimpang oleh pam
pengusahafpemberi kexja. Akibat hukum
darl pelanggaran-pelanggaran tersebut
adalah demi hukum PKWT beralih
menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Wakin
Tidak Tertentu). Pengaturan mengenai
PKWT dijabarkan lebih Jlanjut dalam
Keputusan Menterl Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
100 Talun 2004 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (selanjutnya disebut
Kepmenakertrans Nomor KEP.100/MEN/
VI2004).

Selain dari pelanggaran dan/atau
ketidaksesualan terhadap peraturan-

peraturan bidang  ketenagakerjaan
sebagaimana telah disebutkan di atas,

juga terdapat suatu konflik yang timbul
dalam hubungan kesja, baik yang
tercipta darl pihak pengusaha/pemberi
kerja ataw dari pekerja. Konflik dalam
hubungan kerja tersebut diantaranya
adalah perselisihan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan perselisihan
hak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor
2 tahun 2004 tentang Penyelesalan
Perselisihan Hubungan industrial
{selanjutnya disebut UU 2/200%) terdapat
4 (empat) jenis perselisihan hubungan
industrial, yaitu: perselisihan hak,
perselisihan kepentingan, perselisiban
PHK, dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan. Apabila perselisihan
hak/perselisihan kepentingan diajukan
secara bersama dengan perselisihan PHK
maka yang terlebih dahulu diputus
adalah perkara perselisihan
hak/perselisihan kepentingan.

Perselisihan bubungan industrial

wajib diupayakan penyelesaiannya
teriebih dahulu melalai perundingan
bipartit secara musyawarah untuk
mencapal mufalkat. Dalam hal |
perundingan bipartit gagal, maka salah
satn atau kedua  belah pihak
mencatatkan perselisihannya kepada
instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan setempat
dengan melampirkan bukti bahwa upaya-~
upaya penyelesalan melalul penindingan
biparit tefah dilakukan.
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Sesual judul tulisan ini, kami | Keberatan Tergugat ini memiliki dasar
mengambil dan membahas Putusan | hukum yakni dalam Pasal 81 UU No. 2
Nomor: 194/PHLG/2007/PN.JKT.PST dan | tahun 2004:

Putusan MA Nomor: 189 K/Pdt.Sus/2008, :
yang menyangkut perselisihan PHK oleh | Menimbang, berdasarkan bukti-bukti
karena PKWT berakhir. Dari putusan | yang diajukan oleh kedua belah pihak,
tersebut ada beberapa hal yang perilu | memang terbukti tempat Penggugat
mendapat perhatian, yaitu kewenangan | melakukan pekerjaannya bukan di
mengadill (kompetensi pengadifan), | wilayah hukum DKI Jakarta melainkan di
perselisihan hak, perselisihan FHK, | Suban 2 Gas Project:

penetapan berakhimya hubungan ketja,
masa kerja, besarnya upall sebulan, wang| Menimbang, bahwa meskipun demikian

pesangon, dan upah proses. berdasarkan surat penawaran kerja dari

Pada tulisan ini, para pihak yang | Tergugat kepada Penggugat (bukti T-1),
berpekara disebut dengan X dan Y. Majelis berpendapat pengaturan kerja
Penggugat disebut dengan “X” dan; Penggugat ditentukan langsung oleh

Tergugmat disebut dengan “Y”. manajemen Tergugat yang berada di
Jakarta. Selain itu dalam Perjanjian
II. PERTIMBANGAN HUKUM Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara

Penggugat dengan Tergugat, dinyatakan
A. Pertimbangan Hukum Putusan | tempat Penggugat diterima bekerja

Pengadilan Hubungan Industrial | pada Tergugat adalah di Pekanbamu

(Putusan Nomor: | untuk bekerja di Suban 2 Gas Project,
194/PHI.G/2007/PN.JKT.PST) sementara lokasi Tergugat berdomisili
Menimbang, bahwa maksud dan | dan tempat ditandatanganinya

tujuan gugatan Penggugat adalah | perjanjian kerja tersebut adalah di
sebagaimana diuraikan tersebut di | Jakarta;

atas; .
Menimbang, bahwa Tergugat | Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-
meskipun tidak secara eksplisit | bukti di persidangan Majells
mengajukan eksepsi, namun dalam | berpendapat meskipun lokasi atau
dalil jawabannya telah terlebih dahulu | tempat FPenggugat bekerja adalah di
mengajukan keberatan jlka | wilayah hukum Sumatera Selatan,
perselisihan ini diadili di Pengadilan | namun terdapat fakta-fakta yang
Hubungan Industrial pada Pengadilan | menentukan antara lain: tempat
Negeri Jakarta Pusat mengingat lokasl | perjanjlan kerja, perintah penugasan
kerja dan perselisihan inl terjadi di | kerja terhadap Penggugat dilakukan
wilayah Sumatera Selatan. oleh manajemen yang berada di Jakarta.
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Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis
berpendapat dalam perselisihan ini
hubungan kerja antara Penggugat dengan
Tergugat memiliki faktor-faktor yang
berlangsung di wilayah hukum DKI
Jakarta. Berdasarkan pertimbangan
tersebut Majelis berpendapat Penggugat
berhak mengajukan gugatan perselisihan
hubungan industrial terhadap Tergugat di
Fengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atan
dengan kata lain, Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perselisihan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya
Penggugat telah mengajukan
perselisihan, yakni perselisthan hak dan

dua

perselisihan pemutusan hubungan kerja.
Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 86 UU
2 tahun 2004 Majelis teriebih dahulu
akan memeriksa dan
perselisihan hak sebelum memeriksa dan

mengadili
mengadill perselisihan pemutusan
hubungan Kerja;

Perselisihan Hak

Menimbang, dalam perselisihan hak
Penggugat telah memperselisihkan hak
mengenai jam kerja dan upah lembur, hak
cuti, dan penggantian blaya akomodasl
selama mengiluti pelatihan WPS atas

penugasan dari Tergugat;

Menimbang, bahawa dalam  dalil
gugatannya Penggugat menyatakan jam
kerja yang diberiakukan oleh Tergugat
kepada Penggugat adalah 12 jam kerja
sehari dengan 1 jam istirahat 7 hari
dalam 1 minggqu. Dengan demikian,

Tergugat telah mempekerjakan
Penggugat melebihi jam kerja. Kelebihan
Jam kerja ini berdasarkan
Nepmenakertrans Nomor

102/MEN/VI/2004 harus dibayarkan dalam
bentuk wuang lembur oleh Tergugat
kepada Penggugat. Jumlah jam lembur
yang seharusnya dibayar Tergugat
kepada Penggugat seluruhnya berjumiah
Rp 150.206.150,- (seratus lima puluh
juta dua ratus enam ribu seratus lima
puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat pernah
menerima penggantian hak cuti selama 2 |
minggu setelah bekerja 12 minggu untuk
karyawan non staff pada periode 1
sejumlah Rp 4.655.000, ditambah uang
tiket Rp 1.710.000.-. Pada perode 11 dan
1 Tergugat tidak menerimanya karena
itu Tergugat untuk
membayarkannya  yang
berjumlah Rp. 10.255.000,-;
Menimbang, bahwa Tergugat pernah
mengikutsertakan Penggugat mengikuti
pelatihan WPS (welding procedure) di
BLK Condet Jakarta Timur dari tanggal
18 Agustus 2005 sampai 5 September
2005. Hal tersebut belmn dibayarkan

Tergugat kepada Penggugat.

menuntut

seluruhnya
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Oleh Kkarena itu, Penggugat menuntut
Tergugat untuk membayarkannya yang
seluruhnya berjumlah Rp315.000 x 20=Rp
650.000,-

Menimbang, bahwa hak Penggugat atas
uang lembur ternyata telah dibantah oleh
Tergugat yang berpedoman pada clausul
dalam PKWT yang menyatakan upah yang
diterima Penggugat telah diasumsikan
sebagal uang lembur (bukti P-5 = T-2, T-3
dan T-4);

Menimbang, 'bahwa berdasarkan
Kepmenakerirans Nomor HKEP-102/MEN/
VI/2004 Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)
dinyatakan: “Dalam hal terjadi perbedaan
perhitungan tentang besarnya upah
lembur, maka yang berwenang
menatapkan besar upah lembur adalah
pengawas Lketenagakerjaan kabupaten/
kota™. Apablia salah satu plhak tidak
dapat menerima putusan Pengawas
ketenagkerjaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), maka dapat meminta
penetapan ulang kepada Pengawas
ketenagakerjaan di provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-
fakta dari kedua belah pibak, temyata
Penggugat atau Tergugat belum meminta
penetapan tentang status besarnya uang
lembur yang berhak diterima oleh
Penggugat kepada Pengawas
ketenagakerjaan kabupaten/ kota;
Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut Majelis
berpendapat gugatan perselisihan hak
mengenai uang lembur belum waktunya
diajukan ke Pengadilan Hubungan
Industrial, karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat
mendalilikan berhak atas biaya
akomodasi selama Penggugat mengikuti
pelatihan WPS (welding procedure) di
BLK Condet Jakarta Timur dari tanggal
18 Agustus 2007 samapai 5 September
2005. Namun, dalam persidangan ini
Fenggugat tidak mengajukan dalif-dalil
atau alat bukti yang membuktikan bahwa
Penggugat berhak atas blaya akomodasi
tersebut. Sementara Tergugat telah
membukiikan telah menangaqung
akomodasi Penggugat selama mengikut]
pelatihan tersebut (buktl T-9);
Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut maka tuntutan
Penggugat atas biaya akomodasi selama
mengikuti pelatihan WPS ditolak;
Menimbang, bahwa mengenai tuntutan
Penggugat atas wnang Majells
berpendapat Tergugat telah mengajukan
alat bukti yakni T-6 sampal dengan T-8
telah
memenuhl hak Penggugat dengan cara
membelikan tiket pesawat Penggugat
yang melakukan cuti, sebagaimana
diatur dalam peraturan perusahaan
Tergugat yang diajukan Penggugat
dalam bukti P-16. Dalam buktl T-8
tersebut Majelis juga menemukan fakta

cutl

yang membuktikan Tergugat

bahwa Penggugat telah memberikan
persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut maka tuntutan
Penggugat atas uang cuti kepada
Tergugat harus ditolak;
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Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
Menimbang, bahwa Penggugat terlkat
hubungan kerja berdasarkan perjanjian
kerja waktu tertentu (PKWT), selama tiga
periode, yaitu:

pertama : 18 Agustus 2005 sd. 17
Desember 2005;

kedua : 18 Desember 2005 sd. 17
April 2006;

ketiga t 3 Mel 2006 sd. 2 Agustus
2006;

Menurut Peﬁggugat karena pelaksanan
PKWT tersebut telah melanggar Pasal 59
ayat (4), ayat (7), dan ayat (6) yang
berakibat deml hukum PKWT antara
Penggugat dengan Tergugat menjadi
perjanjian kerja waktu tidak tertentu
(PKWTT);

Menimbang, bahwa karena hubungan
kerja antara Penggugat dengan Tergugat
belum terputus, maka Penggugat
menuntut Tergugat untuk membayar
'| upah proses sejumlah 6 x Rp 10.000.000,-
= Rp 60.000.000.-;

Menimbang, bahwa menurut Y perjanjian
hubungan kerja antara Tergugat dengan
Penggugat berakhir sejak FKWT itu
berakhir. Dengan terputusnya hubungan
kerja maka berakhir pula segala hal yang
menyangkut hak dan kewajiban dari pihak
pekerja (Penggugat) dengan pihak
pengusaha (Tergugat): ,
Menimbang, bahwa terhadap perselisihan
ini Majells berpendapat pada PKAT X
periode 18 Agustus 2005 sd. 17
Desember 2005, Penggugat telah bekerja
di Suban 2 Gas Project dengan jabatan
sebagai pipeline welder;

Menimbang, bahwa setelah PKWT
pertama herakhir tanggal 17 Desember
2005, temyata hubungan kerja antara
Penggugat masih berlangsung tanpa
terputus. Dalam hal ini Penggugat
dengan Tergugat telah melakukan
perpanjangan PKWT untuk periode kerja
18 Desember 2005 sampal dengan 17
April 2006. Tempat dan jabatan
Penggugat pada PHKWT perpanjangan
adalah sama dengan PKWT sebelumnya;
Menimbang, bahwa setelah PKWT kedua
berakhir pada tanggal 17 April 2006,
Tergugat mempekerjakan kembali
Fenggugat dengan melakukan PKWT
untuk periode kerja 3 Mel 2006 sampal
dengan 2 Agustus 2006.

Tempat kerja dan pekerjaan yang
dilakukan oleh Penggugat pada PKWT
ketiga ini adalah sama dengan PEWT 1
dengan PRKWT II yaknl bekerja di Suban 2
Gas Project dengan jabatan sebagai
pipeline welder. PRWT I1I tersebut secara
Jelas terbuktl merupakan kelanjutan dari
PKWT Il yang menurut Pasal 59 ayat (6}
UU: 13 tabun 2003 merupakan PKWT
pembaharuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jangka
waktu dilakukannya PKWT I[I1 dengan
PEKWT 11, waktu yang terselang adalah
antara 18 April 20068 sd. 2 Mei 2006
yakni 15 hari;

Menimbang, bahwa menurut UU Nomor
13 tahun 2003 Pasal 59 ayat (4)
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
yang diadakan untuk paling lama 2 (dua)
tahun dan hanya boleh diperpanjang 1
(satu) kali untuk jangka wakta 1 (satu)
tahun”.
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Selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (6),
“Pembabaruan perjanjian kerja waktu
tertentu hanya dapat dladakan setelah
melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga
puluh) hari berakhimya perjanjian waktu
tertentu yang lama, pembaharuan
perjanjian waktu tertentu ini hanya boleh
dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2
(dua) tahun”, kemudian berdasarkan
Pasal 59 ayat (7) dinyatakan secara jelas:
“perjanjian kerja untuk waktu tertentu
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksad pada ayat (1), ayat (2), ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum
menjadi perjanjian PKWTT",

Menimbang. bahwa meskipun
berdasarkan Pasal 59 ayat (6) dan ayat
{7) PKWT. Penggugat demd hukum
berubah menjadi PKWTT. Namun,
berdasarkan pekerjaan dalam PKEWT
tersebut maka bekerjanya Penggugat
pada Tergugat adalah untuk melakukan
pekerjaan proyek pengelasan pipa yang
Jangka waktu penyelesalannya fidak
terlalu lama dan dalam kenyataannya
sudah selesal dilaksanakan. Dengan
demikian, Majelis berpendapat sangatlah
sulit - untuk memenuhd tuntutan
Fenggugat untuk bekerja scbagai pekerja
tetap Tergugat mengingat pekerjaan
yang harus dilakukan Penggugat telah
selesai. '
Meskipun  demikian karena PEKWT
Penggugat telah berubah menjadi PKWTT
maka sehubungan dengan berakhirnya
PKWT IIl1, maka Tergugat wajib membayar
kompensasi pemutusan hubungan kerja

terhadap Penggugat sebagal pekerja
dengan status PKWTT:

Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut maka Majelis
Hakim menetapkan kompensas]

pemutusan hubungan kerja yang berhak
diterima oleh Penggugat adalah sesual
dengan formula yang diatur dalamm UU
Nomor 13 tahun 2003, yaknl uang
pesangon sesual dengan 2 (dua) Kkall
ketentuan Pasal 156 ayat (2), wang
penggantian hak sesuai dengan Pasal
156 ayat (4). Uang penghargaan masa
kerja belum berhak diterima oleh
Penggugat karena masa kerja Penggugat
pada Tergugat masih belum mencapal 3
(tiga) tahun sebagaimana ditentukan
oleh Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 13
tahun 2003;

Menimbang, bahwa besarnya upah
sebagai dasar perhitungan uang
pesangon, Majelis akan berpedoman |
pada Pasal 157 UU Nomor 13 tahun
2003, akan tetapi karena kedua belah
pihak tidak mengajukan buktl berapa
besamya upah Eetap Penggugat 1 (satu)
bulan, yakni upah tetap sebulan
berdasarkan perhitungan waktu 40 jam
seminggu, maka Majelis menyerahkan
besarnya upah tetap sebulan tersebut
pada kesepakatan kedua belah pihak
atau setelah mendapatkan selisih antara

upah tetap dan upah iembur
berdasarkan penetapan Pengawas
ketenagakerjaan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada Pasal 13
ayat (1} dan ayat (2) Kepmenakertrans
Nomor 102 tahun 2004 tentang Waktu
Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur:
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Menimbang, bahwa dalam perhitungan
kompensasi pemutusan bubungan kerja
inl masa kerja Penggugat akan ditentukan
berdasarkan keseluruhan lamanya masa
kerja Penggugat kepada Tergugat yang
tertera dalam 3 PKWT yang dijalankannya
berdasarkan bukti P-5 = T-2, T-3 dan T-4
yakni 11 bulan atau kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian

kompensasi pemutusan hubungan kerja
yang berhak diterima oleh Penggugat
adalah uang' pesangon sebesar 2 kall
upah tetap sebulan Penggugat ditambah
15% darli uang pesangon yang diterima

Penggugat dari Tergugat:
Menimbang, bahwa meskipun Tergugat

mendalilkan upah yang diterima oleh
Penggugat sudah termasuk upah lembur,
namun karena tidak ada bukti-bukti
lainnya selain yang dibuktikan maka
Majelis akan menectapkan upah tetap
Penggugat sebesar Rp 7.315.000,- yakni
upah sehari sebesar Rp 332.500,-
dikalikan 22 hari kerja;

Menimbang, babwa berdasarkan
pertimbangan di atas maka Majelis hakim
akan menolak tuntutan Penggugat agar
hubungan kerja dengan Y dinyatakan
tidak terputus dan menjadi PKWTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut Majelis hakim
akan menyatakan hubungan kerja antara
Penggugat dengan Tergugat putus dan
berakhir sejak tanggal berakhirnya
pembaharuan PKWT, yakni sejak tanggal
13 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan
tuntutan atas upah proses sejumlah Rp
60.000.000,- Majelis berpendapat karena
pekerjaan dan hubungan kerja antara
Penggugat dengan Tergugat pada
dasamya sudah selesal maka tidak ada
pekerjaan yang dilakukan Penggugat
pada Tergugat karena itu juga tuntutan
atas upah tidak dapat
dikabuilkan;

proses

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal
yang telah dipertimbangkan maka
Majelis akan menyatakan mengabulkan
gugatan X untuk sebaglan;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan
yang diajukan Penggugat lebih dari 150
Jjuta rupiah maka berdasarkan Pasal 58
UU Nomor 2 tahun 2004, para pihak akan
dikenakan biaya perkara. Karena gugatan
Penggugat dikabulkan sebagian maka
Majelis akan membebankan biaya
pertkara inl untuk ditanggung oleh
Tergugat yanq seluruhnya berjumlah Rp
642.000,- {(enam ratus empat puluh dua
ribu rapiah);

Menimbang., bahwa berdasarkan hal-hal
yang telah dipertimbangkan Maka Majelis
berpendapat tidak dapat mengabulkan
tuntutan Penggqugat:

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor
2 tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial dan
Peraturan Perundang-undangan lain

yang bersangkutan;
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B. Pertimbangan

Amar Putusan

1. Mengabulkan gugatan FPenggugat
untuk sebaglan;

Menyatakan hubungan  kexja
antara Penggugat dan Tergugat
putus dan berakhir s¢jak tanggal
13 Agustus 2006;

Menghukum  Tergugat  untuk
membayar kompensasi pemutusan
hubungan kerja kepada
Penggugat yang terdirli dari vang
pesangon sebesar 2 {dua) kali
upah tetap sebulan Penggugat
ditambah uang penggantian hak
sebesar 15% dari uang pesangon
yang diterima oleh Penggugat dari
Tergugat sebelumnya sebesar Rp
16.824.5000,- (enam belas juta
delapan ratus dua puluh empat
ribu lima ratus rupiah);

2.

4. Menolak gugatan Penggugat
selain dan selebihnya;
5. Menghukum  Tergugat  untuk

membayar blaya perkara sejumlah
Rp 742.000,- (tujuh ratus empat
puluh dua ribu rupiah);

Hukum Putusan
Mahkamah Agung {Putusan MNomor:
189 K/Pdt.Sus/2008)

Menimbang bahwa terhadap alasan-
alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat: '
Menimbang bahwa terlepas dari
alasan-alasan kasasi tersebut di atas,
menurut pendapat Mahkamah Agung
Judex factie telah salah menerapkan
hukum dengan pertimbangan sebagai
berikut:

a. Dalam

hal tanggal penetapan

berakhimya hubungan kerja:

- bahwa pertimbangan hukum judex
factie yang menyatakan PKWT a
quo demi hukum menjadli PKWT
dan menolak
hubungan kerja antara Pemohon
Kkasasi dan Termohon kasasl dapat
dibenarkan. namun Judex factie
telah salah menerapkan hukum
dengan memutuskan hubungan
kerja @ gwo terhitung sejak
tanggal 13 Agustus 2006;

- babwa hubungan kerja antara
Pemohon kasasi dan Termochon
kasasl demi hukum menjadi
PKWTT dan oleh juder factie tidak

diteruskan atan hamus

meneruskan

dapat
diputus;

- bahwa berdasarkan ketentunan
Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155
ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang PHK dalam
perkara a# guo hams berdasarkan
putusan FHI;

- bahwa sudah sepatutnya dan adil
bila hubungan kerja antara
Pemohon kasasi dan Termohon
kasasi putus terhitung sejak akhir
Februari 2007, yaitu 6 (enam)
bulan sejak berakhimya hubungan
kerja berdasarkan PKWTT periode
ill (3 Mei 2006 sd. 2 Agustus
20086);
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b. Dalam hal lamanya masa kerja

Pemohon kasasi:

- bahwa karena PKWIT a gquo
sebagaimana yang dipertimbang-
kan oleh juder factie bahwa antara
PKWT I (periode 3 Mei 2006 sd. 2
Agustus 2006) dengan PKWT 11
{periode 18 Desember 2005 s.d 17
April 2005), baik dilihat dari segl
perpanjangan PKWT maunpun
pembabaruan PKWT bertentangan
dengan ketentuan dalam Fasal 59
Undang-Undang Nomor 13 Tabun
2003, maka sudah seharusnya
PKWT a guo demi hukum menjadl
PKWTIT terhitung sejak adanya
pelanggaran ketentuan dalam
Pasal 59 Undang-Undang Noinor 13
Tahun 2003 yang dalam hal ini
adalah terhitung sejak dibuatnya
PKWT periode 1II, yaknl terhitung
sejak tanggal 3 Mei 2006;

- bahwa karena hubungan kerja
antara Pemoho kasasi dan
Termohon kasasi (dinyatakan putus
terhitung sejak akhir Februari
2007, maka sudah seharusnya
lamanya masa hubungan Kerja
dihitung sejak 3 Mei 2006 sampal
dengan akhir Februari 2007 yaitu
kurang daxl 1 (satu) tahun;

<. Dalam hal besamya upah sebulan:

- bahwa pertimbangan hukum judex
factie tentang besamya upah
Pemohon kasasi perbari untuk
dasar perhitungan penyelesalan
PHK dalam perkara inl sebesar

Rp 332.500,- seharl dapat
dibenarkan, namun judex factle |
telah salah menerapkan hukum
untuk besamya wupah sebulan
sebesar 22 kall upah sehart;
bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 besarnya
upah sebulan adalah.30 kali upah
seharl dan oleh karemanya sudah
seharusnya besarnya upah
FPemohon kasasl sebulan adalah
30 x Rp 332,500 = Rp
5.975.000,-;

d. Dalam hal perhitungan hak Pemohon
kasasi atas uang pesangon dan uang

penggantian hak atas pe.nggantian
perumahan serta pengobatan dan

perawatan:

bahwa pertimbangan hukum judex
factie Pemohon kasasi berhak
atas uang pesangon sebesar 2 kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 dan penggantian hak atas
penggantian perumahan serta
pengobatan dan perawatan
sebagaimana dimaksud ketentuan
Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 dapat
dibenarkan;
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Oleh  karena kasasi
mempunyal masa kerja kurang dari 1
tahun dan menerima upah sebesar Rp
0.075.000 secbulan, maka sudah
seharusnya Pemohon Kkasasi berhak
atas uang pesangon dan uang
penggantian hak atas penggantian
perumahan serta pengobatan dan
perawatan dengan perhitungan
sebagal berikut: |

Pemohon

Uang pesangon:
2 X (l X np 90975-000,")...0.!-..oano-ccalnot=
Rp19.950.000.-

Uang penggantian hak atas
penggantian perumahan serta
pengobatan dan perawatan

- 15% x Rp 19.950.000,-...ccc0vvcreraerases =
Rp 2.992.500,- ;
Jumlah: ..... = Rp 22. 942.500,- ;

bahwa karena hubungan kerja antara
Pemohon kasasi dan Termohon kasasi
dinyatakan putus terhitung sejak
akhir. Februari 2007 dan Pemohon
kasas{ di FHK oleh Termohon kasasi
terhitung sejak tanggal 2 Agustus
2006 yang semula oleh Termohon
kasasi PHK a quo terjadl demi hukum
karena telah berakhimya hubungan
kerja sebagaimana yang ditetapkan
dalam PKWT III;

bahwa dengan pertimbangan bahwa
Pemohon kasas| selama masa proses
& gqguo secara faktual tidak bekerja
serta memperhatikan  nilai-nilai
kepatutan dan rasa keadilan maka
sudah seharusnya hak Pemohon
kasasl atas upah proses a guo
ditetapkan sebesar 6 bulan dengan
perhitungan 6 x Rp 9.975.000,- = Rp
59.850.000.-;

Menimbang bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, menurut
pendapat Mahkamah Agung terdapat
cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohonan kasasi: X tersebut dan
membatalkan putusan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negerl Jakarta Pusat
194/PHI/G/2007/PHIL.PN.JKT.PST tanggal
13 September 2007 dan Mahkamah
Agung akan mengadili sendirl perkara ini
iengkapnya berbunyi
sebagaimana yang akan disebutkan di
bawah ini: |
Menimbang bahwa karena nilal gugatan
dalam perkara & gquo Rp 150.000.000,-
{seratus lima puluh juta rupiah) ke atas
dan permohonan kasasi dari Pemohon
kasasi dikabulkan, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 58 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 blaya perkara
dibebankan kepada Termohon kasasi;

Nomor:

dengan amar
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Memperhatikan pasal-pasal darfi Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 4 Tabun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
peraturan perundang-ndangan lain yang
bersangkutan;

Amar Putusan

Mengabulkan gugatan Penggugat
(sekarang Pemohon kasasi) sebagian;

1. Menyatakan hubungan kerja antara
Penggugat dan Tergugat putus dan
berakhir sejak akhir Februari 2007;

2. Menghubkum Tergugat/Termohon

kasasi untuk membayar hak

Fenggugat/Femohon kasasi atas uang

pesangon dan uang penggantian hak

atas penggantian perumahan serta
pengobatan dan perawatan yang

seluruhnya berjumiah Rp 22.942.500,-

(dua puluh dua juta sembilan ratus

empat puluh dua ribu lima ratus

rupiah);

3. Menghukum Tergugat/Termohon

kasasi membayar hak

Penggugat/Pemohon kasasi atas upah

proses yang selurwhnya berjumiah Rp

59.850.000,- (lima puluh sembilan

juta delapan ratus lima puluh ribu

rupiah);

untuk

4. Menolak gugatan Penggugat/
Pemohon kasasi selebihnya;

Menghukum Tergugat/Termohon
kasasi untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat kasasi ini berjumlah Rp
500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

ANALISIS

Berdasarkan pada pertimbangan

hukum Pengadilan Hubungan

Industrial dan Mahkamah Agung,

maka kami memberikan analisis-

analisis, sebagai berlkut:

1. Hewenangan mengadili
Dalam Putusan Pengadilan
Hubungan  Industrial
194/FHL.G/2007/PN.JKT.PST,
disinggung pula perihal
kompetensi pengadilan yang
diajukan oleh Y. Y dalam dalil
Jawabannya telah teriebih dahuln
mengajukan keberatan Jika
perselisihan hubungan industrial
ini diadilt di Pengadilan
Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negerl Jakarta Pusat
mengingat lokasl kerja dan
perselisiban terjadl di wilayah
Sumatera Selatan.
Keberatan Y berdasar pada
ketentuan dalam UU 2/2004, yaitu:
gugatan perselisihban hubungan
industrial diajukan kepada

Nomor:
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2.

Pengadilan Hubungan ndustrial
pada Pengadilan Negerli yang
daerah hukumnya meliputi tempat
pekerja bekerja. Namun, tidak
selalu ketentuan jni diterapkan
dalam bukum
Pengadilan Hubungan Industrial,
mengingat pula bahwa penugasan
tempat perjanjian kerja, perintah
penugasan kerja terhadap X
dilakukan oleh manajemen yang
berada (il Jakarta. Berdasarkan
fakta-fakta Majelis
Hakim berpendapat dalam
perselisihan ini hubungan kerja
antara X dan Y memiliki faktor-
faktor yang beriangsung di wilayah
hulkum DKl Jakarta, meskipun
lokasi atau tempat X bekerja
adalah di wilayah hukum Sumatera
Selatan.

acara pada

tersebut,

Perselisihan Hak

X yang berstatus sebagal
pekerja harian, menerima wupah
harian sesuai dengan work order. X
bekerja 12 (dua belas) jam/hari
dengan 1 (satu) jam istirahat 7
(tujuh) hari dalam seminggu. Atas
over time pada jam kerja X maka
dirinya berhak atas upah lembur.
Dengan demikian, X menuntut
kepada Y agar dibayarkan upah
lembur sebagal haknya.

Ketentuan mengenal jam kerja dan upah
lembur berpedoman pada UUK,
Keputusan Menterl Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 234 Tahun 2003
tentang Wakiu Kerja dan Istirahat Pada
Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya
Mineral pada Daerah Tertentu
{Kepmenakerirans Nomor
Kep.234/MEN/2003), dan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu
Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
{Kepmenakerfrans
Kep.102/MEN/2004).
X mengajukan gugatan atas wang lembur
industrial,
namun oleh Pengadilan Hubungan
Industrial gugatan tersebut ditolak.
Gugatan atas uang lembur ditolak oleh
FPengadlian Hubungan Industrial
dikarenakan belum mendapat penetapan
darl Ketenagakerjaan
Kabupaten/kota. Pengawas
ketenagakerjaan memberikan penetapan
tentang status besarnya uang lembur
setelah diminta dari kedua belah pihak,
baik Penggugat maupun Tergugat.

Nomor

ke FPengadilan Hubungan

Pengawas

Selanjutnya, tuntutan X  berupa
penggantian biaya akomodasi selama
mengikuti pelatihan welding procedure
(WPS), uang cuti, dan uang penghargaan
masa kerja, tidak dapat dipenuhi atan
ditolak.
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3.

Hal ini dikarenakan Y dapat
membuktikan telah menanggung
akomodasl X selama mengikuti

pelatihan WPS. Y memberikan hak cuti
pada X dengan membelikan tiket
pesawat kepada X yang melakukan
cuti, sebagalmana diatur dalam
Peraturan Perusahaan. Sedangkan,
tuntutan X berupa uang penghargaan
masa kerja tidak dapat dipenuhi
melalui Putusan Pengadilan Hubungan
Iindustrial dikarenakan masa kerja X
adalah kurang dari 1 (satu) tabun atau
hanya 11 ({sebelas) bulan, dimana
dalam UUK uwang penghargaan masa
kerja diberikan kepada pekerja dengan
masa kerja minimal 3 {tiga) tahum.

Ferselisihan PHK

Fengadilan  Hubungan Industrial
menetapkan perihal berakhirnya
hubungan kerja yaitu pada 13 Agustus
2006 (pada saat PKWT periode Il
berakhir}, sedangkan Mahkamah
Agung menetapkan perihal
berakhimya hubungan kerja yaitu pada
Februari 2007. Melihat kasus yang
terjadl antara X dan Y, maka PHK
tersebut terjadi karena berakhirnya
PKWT/kontrak kerja tidak dilakukan
perpanjangan. Dalam UUK, hanya datur
perihal PHK Berdasarkan Kketentuan
Pasal 151 ayat (3) jo. Fasal 155 ayat
(1) UUK, PFerusahaan/pemberi kerja
dapat melakukan PHK  kepada
pekerjanya setelah  meudapatkan
penetaban dari Pengadilan Hubungan
Industrial.

FHK tanpa penetapan terleblh dahulu
darl Pengadilan Hubungan Industrial
batal demi bukum. Selama belum ada
penetapan darl Pengadilan Hubungan
Industrial, baik pengusaha dan pekerja
harus tetap melaksankan kewajibannya.
Oleh karena PHK yang dllakukan Y
terhadap X adalah batal demi hukum,
maka PEWT demi hukum menjadi PKWTT.
Artinya, secara otomatis X menjadi
pekerja tetap Y tampa perlu adanya
pengangkatan melalul SK.

Fembaharuan PKWT (periode III: 3 Mel
2006 sd. 2 Agustus 2006) terdapat
ketidaksesualan dengan ketentuan VUK,
dimana seharusnya pembaharuan FPKWT
dilakukan setelah melebihi masa
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak berakhimya PKWT yang lama dan
pembaharuan PKWT ini hanya boleh
dilaknkan 1 (satu) kali serta paling lama
2 {(dua) tahun.

Fenylmpangan pada kasus inl adalah
bahwa pembaharuan PKWT antara X dan
Y dilakukan dengan mengabaikan masa
tenggang waktu 30 (tiga puluh) harl
sgjak berakhimya PHWT yang jama.
PKWT lama (PKWT periode II) sebelum
akan diadakan pembaharuan bervakhir
pada 17 April 2006, sehingga jangka
waktu yang berselang antara 18 April
2006 sd. 2 Mei 2006 adalah hanya
selama 15 (lima belas) hari.
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Pembaharuan PRWT yang sesual dengan
ketentuan UUK adalah dilakukan setelah
tenggang waktu 30 (tiga pulubh) darl
berakhimya PRWT periode . Adapun
konsckuensi darl ketidaksesualan proses
pembaharuan FPKWT tersebut adalah
demi hukum PKWT beralih menjadi
PEKWTT. Selain itu juga, terdapat fakta
bahwa pada saat akan dilakukan
perpanjangan PKWT (periode I ke periode
II) diketahui dilakunkan tanpa adanya
pemberitahuan' secara tertulis terlebih
dabulu kepada pekerja bersangkutan. Hal
ini juga merupakan salah satu bentuk
kelalaian atan ketidaksesualan dengan
UUK. Sehubungan dengan adanya
kelalalan atau ketidaksesuaian pada saat
perpanjangan danfataun pembaharuan
PKWT, maka terjadi peralihan status X
menjadi pekerja tetap.

Dari segi perpanjangan maupun
pembaharuan, PKWT HI dan PKWT I
bertentangan dengan Pasal 59 UUK.
Konsekuens| hukum dari ketidaksesualan
tersebut adalah hubungan kerja antara X
dan Y berubah menjadli PKWTT terhitung
sejak dibuatnya PKWT IH yaitu tanggal 3
Mel 2006. Hal ini sesual dengan
ketentuan Pasal 15 ayat (%)
KEP.100/MEN/VI/2004. Oleh karena
hubungan kerja dinyatakan
(berdasarkan putusan MA) sejak akhir
Februarl 2007, maka seluruh masa kerja
dihitung sejak 3 Mel 2006 - Februari 2007
{(kurang dari 1 tahun).

putus

" adalah

. Uang pesangon

Dalam Putusan Pengadilan Hubungan
industrial, kompensasi PHK yang
berhak diterima oleh X adalah
sebesar 2 kall upah tetap sebulan (2 x
{1 x Rp 9.975.000 = Kp 19.950.000.-
)). Atas dirl X berbak pula atas uang
penggantian hak berupa penggantian
perumahan serta pengobatan dan
perawatau, yaitu ditetapkan 13%
(lima belas per seratus) dari uang
pesangon (15% x Ep 19.950.000 =
Rp .2.992.500,-).

Oleh karena penghasilan X
dibayarkan atas dasar perhitungan
harlan (X adalah pekerja harian),
maka besar penghasilan sebulan
30 (tiga puluh) kali
penghasilan seharl. Berdasarkan
ketentunan UUK (Pasal 187 ayat (2)),
Pengadilan Hubungan Industrial
menetapkan bahwa X berhak atas
upah sebulan dengan perhitungan 22
(dua puluh dua) kali penghasilan
schari. Hal ini merupakan bentuk
kekeliruan dalam perhitungan
mengenal besaran upah sebulan yang
telah diterapkan Pengadilan
Hubungan Industrial.

Hak X yang dapat dikabulkan oiech
Pengadilan Hubungan Industrial
sehubungan adanmya PHEK, yaltu Y
diwajibkan membayar uang pesangon
dan uang pengantian hak.
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5.

Apablla ditinjau berdasarkan
Pasal 156 ayat (2) UUK maka besaran
uang pesangon tersebut adalah “masa
kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1
(satu) bulan upah. Hal ini dikarenakan
masa kerja X kwrang dari 1 (satu)
tahun.

Upah proses

PEKWT demi hukum - berubah
menjadi PKWTT sejak perpanjangan
PKWT II (18 Desember 2005 sd. 17

April 2006). Hal inl dikarenakan
pelaksanaan perpanjangan PKWT
tersebut tidak sesuai dengan

ketentuan Pasal 59 ayat (4), dan ayat
(5). oleh karenma berubah menjadi
PKWTT maka Putusan PHI yang
menetapkan bahwa hubungan kerxja
antara X dan Y berakhir pada 2
Agustus 2006 adalah batal demi
hukuam.

Berdasarkan Putusan PHI, PHK
berakhir sejak berakhimya PKWT III,
yaltu 13 Agustus 2006 (seharusnya 2
Agustus 2006), sedangkan MA melihat
hal yang berbeda mengenai wupah
proses yang diajukan oleh X.
Mahkamah Agung menilai bahwa upah
proses dihitung sejak bei‘akhimya
hubungan kerja dalam PKWT, yaitu
sejak Februarl 2007, Oleh karena itu,
penetapan mengenal upah proses
adalah sejak Agustus 2006 sampai
Februari 2007.

Dengan pertimbangan selama
proses secara faktual tidak bekerja
serta  memperhatikan  nflai-nilai
kepatutan dan rasa keadilan, maka
sudah seharusnys hak pekerja atas
upah proses ditetapkan seclama 6
(enam) bulan. Artinya, selama PHK
belum mendapatkan penetapan dari
PHE, maka balk pengusaha maupun
pekerja harus tetap melaksanakan

hak dan kewajibannya.
KESIMPFULAN
Berdasarkan analisis-analisis

tersebut di atas, kami memberikan
kesimpulan atas perkara Putusan
Nomor: 194/PHLG/2007/PN.JKT.PST,
sebagai berikut:

bahwa pengadilan yang berwenang
memeriksa dan memutus perkama
hubungan industrial adalah
Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

meskipun jokasi kerja dan
perselisihan terjadl di wilayah
Sumatera Sélatan.

1. Berdasarkan UU 2/2004, gugatan

perselisihan  hubungan industrial
diajukan kepada Pengadilan
Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negerti yang daerah
hukumnya meliputi tempat pekerja
bekerja.
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Namun, berdasarkan penafsiran
hakim, “tempat pekerja bekerja”
dapat diperluas menjadi tempat
ditandatanganinya perjanjian kerja
serta tempat manajemen perusahaan
bersangkutan berada {dalam kasus,
perusahaan tempat X menandatangani
dan tempat manajemen perusahaan
berada di Jakarta),  Mengenal
kompetensi pengadilan inl diperkuat
pula oleh Mahkamah Agung;

bahwa peribhal perhitungan wuang
pesangon berdasarkan Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial
adalah terhitung sejak awal hubungan
kerja, yaitu sejak PKWT perlode 1,
sedangkan penghitungan uang
pesangon oleh Mahkamah Agung
ditetapkan terhitung sejak dari PKWT
periode I, dikarenakan Y pada saat
melakukan pembaharan PKWT
periode 1IiI tidak sesuai dengan
ketentuan UUK, yaitu tanpa
memperhatian ketentuan mengenal
masa tenggang 30 (tiga puluh} harl.
Ketidaksesualan tersebut berakibat
demi hukum PKWT berebah menjadi
PKWTT:

bahwa perihal perselisihan hak
menyangkut upah lembur tidak dapat

dijadikan sengketa pada Pengadilan

Hubungan Industrial dikarenakan
belum mendapatkan penectapan darl
Pegawal Pengawas Hetenagakerjaan.
Hal ini didasarkan pada ketentuan
dalam Kepmenakertrans Nomor
102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja
Lembur dan Upah Kerja Lembur;

4. bahwa X tidak dapat diangkat
sebagal pegawal tetap pada
perusahaan tempat dirinya bekerja,
meskipun terdapat ketidaksesuaian
dalam perpanjangan dan/fatau
pembaharuan FKWT. Hal ini
mengingat bahwa pekerjaan yang
dilakukan oleh X adalah jenis
pekerjaan yang penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terialu lama
dan paling lama 3 (tiga) tahun;

5. bahwa Pengadilan Hubungan
Industrial dan Mahkamah Agung
terdapat perbedaan dalam
penetapan berakhirmnya hubungan
kerja. Menurut Pengadilan Hubungan
Industrial, PHK berakhir sejak
berakhirnya PKWT periode I, yaitu
13 Agustus 2006 (scharusnya 2
Agustus 20086), sedangkan
Mahkamah Agung melihat hal yang
berbeda perhitungan berakhimya
hubungan kerja, yaitu sejak Februarl
2007:dan

6. bahwa Mahkamah Agqung menilai
bahwa upah proses dihitung sejak
berakhimya hubungan kerja dalam
PKWT 111, yaitu sejak Februarl 2007.
Schingga, penetapan mengenal upah
proses adalah terhitung sejak
Agustus 2006 sampal Februari 2007.

Sekian dan terima kasih.

A 2 . B

Alita D. Ramos, SH
Biro Hukum, Kemenakertrans

47 RO HUKURM VOLUME XI5 NOMOR 1, MARET, 2011



